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Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

bahwa Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur
Nomor 22 Tahun 2018 tentang Kode Etik Pegawai Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat perlu dilakukan penyesuaian dan
penataan kembali;

bahwa penyesuaian dan penataan kembali dilakukan dalam
rangka mencegah terjadinya kecurangan dan tindak pidana
korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Nomor 22 Tahun 2018 tentang Kode Etik Pegawai Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



Menetapkan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi
Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6809);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tetang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGERA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2018
tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negera di Lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 22) diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Kode Etik Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
mencakup kewajiban dan larangan sebagai berikut:

a. setiap Pegawai ASN wajib:

1.

melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, dan
berintegritas tinggi;

melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin;

melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;



10.

11.

melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,;

melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau
Pejabat yang berwenang sepanjang tidak bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
etika pemerintahan;

menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan Negara/
Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

menggunakan kekayaan dan barang milik Negara/Daerah
secara bertanggungjawab, efektif dan efisien;

menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam
melaksanakan tugasnya;

memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan
kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait
kepentingan kedinasan,;

memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga
reputasi dan integritas ASN; dan

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai disiplin Pegawai ASN;

setiap Pegawai ASN dilarang:

1.
2.

melakukan kecurangan (fraud) dalam melaksanakan tugas;

bertindak sewenang-wenang terhadap sesama Pegawai ASN
atau pihak lain baik di dalam maupun di luar lingkungan
kerja;

melakukan tindakan yang berpotensi mengakibatkan
terjadinya  penyuapan, gratifikasi dan/atau  dapat
mempengaruhi pengambilan keputusan serta melanggar
ketentuan peraturan perundang-undangan;

menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apapun
dari siapapun yang patut dapat diduga hal tersebut secara
langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan
tugas jabatan;

melakukan pertemuan dan/atau komunikasi dengan pihak
lain yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan;

menyalahgunakan informasi internal Negara/Daerah,
tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat
atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri
atau untuk orang lain;

menyalahgunakan kartu tanda pengenal, surat tugas
maupun indentitas/bukti kepegawaian lainnya baik untuk
pelaksanaan tugas kedinasan maupun untuk kepentingan
pribadi.



Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 14 November 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,
ttd
H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 14 November 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,
ttd
H. LALU GITA ARIADI
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Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
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